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ABSTRAK
Oleh:
MEIDA ANDINI

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan-aturan yang baik
dan mulia untuk semua penganutnya. Baik itu tentang beribadah kepada sang pencipta,
bermua’malah kepada sesama, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang baik
dan lain-lainnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka dengan demikian, potensi
kaum lelaki dan kaum wanita sebagai lawan jenis memiliki peran masing-masing dalam
menyikapi realita yang ada. Wanita adalah mitra sejajar kaum laki-laki, kemitrasejajaran
adalah suatu kondisi ideal (normatif) yang untuk mencapainya diperlukan kebijaksanaan
dan program. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah pada
ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim
Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap
masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga
telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan
pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak tenaka kerja wanita?. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai
hak-hak tenaka kerja wanita. Dan manfaat dari penelitian ini adalah secara teoretis,
Memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu khususnya yang
berkaitan dengan ketengakerjaan khususnya pembantu rumah tangga, serta menjadi
rujukan atau refenrensi peneliti berikutya tentang pandangan pengurus MUI mengenai
hak-hak pembatu rumah tangga. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi pihak ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan upaya melindungi
kepentingan masyarakat khususnya pada pembantu rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah field research, atau penelitian lapangan dan bersifat
deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa MUI mengeluarkan fatwa
tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau
keadaan dadurat, karena MUI hanya berperan dan bertugas menghimbau, menyarankan
dan membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam. Perempuan yang
meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri pada prinsipnya
boleh sepanjang disertai mahrom, keluarga atau lembaga perempuan yang dapat
dipercaya. Tetapi jika tidak disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram,
kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara
syar’iy, qanuniy dan adily, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja
wanita.
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MOTTO

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan”. (QS. Asy-Syura : 183).!

! Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 562
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan-aturan yang
baik dan mulia untuk semua penganutnya. Baik itu tentang beribadah kepada sang
pencipta, bermua’malah kepada sesama, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-
cara yang baik dan lain-lainnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka
dengan demikian, potensi kaum lelaki dan kaum wanita sebagai lawan jenis
memiliki peran masing-masing dalam menyikapi realita yang ada.

Wanita adalah mitra sejajar kaum laki-laki, kemitrasejajaran adalah suatu
kondisi ideal (normatif) yang untuk mencapainya diperlukan kebijaksanaan dan
program. Kebijaksanaan untuk mencapainya termuat pula dalam butir-butir
GBHN 1993 yang esensinya adalah sebagai berikut:

a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan
pria dalam pembangunan, karenanya wanita merupakan mitra sejajar
pria. Disamping itu kedudukan wanita dalam keluarga perlu
ditingkatkan. Demikian pula pengakuan terhadap kodrat wanita yang
harus dilindungi dan martabat wanita yang perlu dijujung tingi.

b. 1) Peningkatan kemampuan wanita dalam pembangunan diarahkan
pada penguasaan iptek, proses pengambilan keputusan dalam
menghadapi perubahan dalam masyarakat maupun dunia internasional.
2) pengembangan dan peningkatan ketahanan mental dari sipitual
(berakhlak mulai) agar dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif
dalam segala bidang kehidupan bangsa dan segenap kegiatan. 3)
perlunya pengembangan iklim sosial yang lebih mendukung kemajuan
wanita.

c. Peningkatan upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga, antara lain
melalui  pembinaan  kesejahteraan  keluarga, juga melalui

2 Dadang S. Anshari Dkk, Membincangkan Feminisme, (Bandung: Pustaka Hidayah,
1997), h. 127



pengembangan  kesadaran orang tua akan peranan dan
tanggungjawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu
pada ajaran agama dan budaya bangsa, selain itu juga melalui gerakan
keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Peningkatan peranan wanita dalam menangani masalah sosial ekonomi
diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembagnan sumbr
daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan.

1) Peningkatan keterampilan, produktifitas tenaga kerja wanita untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja wanita sebagai lapangan pekerjaan.
2) Peningkatan tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri,
terutama mengenai kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan Kkarir
dan pelayanan jaminan sosial termasuk keluarganya.®

Pengelolaan ketenagakerjaan memerlukan perhatian utama, meskipun

sekarang ini pada zaman modern yang semua kegiatan sudah dilakukan

menggunakan mesin, tetapi faktor hak asasi manusia sangatlah penting bagi

kemajuan usaha. Jika hak-hak mereka terjamin sepenuhnya oleh majikan, maka

sebagai tenaga kerja dan memiliki kedudukan sebagai seorang pekerja, mereka

akan bekerja secara maksimal. Sebagai imbalan atas kewajiban yang dilakukan

oleh pekerja, maka mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang

majikan.

Adapun hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang majikan sebagai

imbalan atas kewajiban-kewajiban termuat dalam Undang-undang No. 13 tahun

2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

1)
2)

3)

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
dan kemampuannya melalui kompetensi kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

® Sekretariat Jenderal MPR RI, GBHN, Ketetapan MPR RI 1993 (Jakarta: Penabur llmu,

1993), h. 107



4) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas: keselamtan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama.

5) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memnubhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Pemenuhan hak-hak pekerja tesebut merupakan bentuk keseimbangan atas
kewajiban yang dilakukan. Kaum pekerja akan bekerja semaksimal mungkin dan
jujur dalam memenuhi kewajiban mereka, dengan demikian majikan dan kaum
pekerja secara sendirinya akan menyadari tugas dan tanggung jawab mereka
masing-masing.

Nilai Islam menghendaki para majikan memperlakukan buruhnya seperti
anggota keluarganya sendiri. Hal ini menuntut agar para karyawan diperlakukan
dengan horamt dan kasih sayang srta kesejahteraan mereka harus dijamin.> Oleh
karena itu, kehadiran adanya pembantu rumah tangga pada tataran
ketenagakerjaan perlu diperhatikan secara khusus mengenai hak-hak yang
diterima oleh pembantu rumah tangga atas kewajibannya yang telah dilakukan
untuk majikannya.

Hak-hak tenaga kerja wanita yang perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut:

Hak atas upah yang adil dan kehidupan yang layak.
Perlakuan yang baik dan manusiawi.

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan.

Hak atas jaminan sosial

Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama
Hak untuk mogok kerja

Hak untuk ikut organisasi (serikat pekerja)
Berhak memperoleh informasi

NGO~ wWNE

* Undang-undang Rl Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5, 6, 11, 86
(ayat 1), dan 88 (ayat 1)
® Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 253-254



9. Berhak berkomunikasi dengan keluarga
10. Kesempatan untuk menjalankan ibadah.

Kesepuluh hak-hak pembantu rumah tangga di atas maka akan dijelaskan
satu persatu yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas upah yang adil dan kehidupan yang layak.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan upah sesuai dengan tenaga yang
diperuntukan untuk majikannya, dan diberikan kehidupan yang layak oleh
majikannya, misalnya jika pembantu rumah tangga tersebut tinggal bersama
majikan, pembantu tersebut diberikan tempat istirahat yang layak untuk
ditempati.

2. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari pengguna jasa pembantu rumah
tangga dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi serta tidak mendapat
kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kesehatan
reproduksi.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan
kesehatan oleh majikannya jika pembantu tersebut mengalami sakit karena
terlalu terporsir tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan majikannya.

4. Hak atas jaminan sosial.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan jaminant sosial seperti halnya
bisa memint upah/gaji sewaktu-waktu karena ada kebutuhan penting dan tidak

memiliki uang simpanan serta perlindungan dalam hal yang tidak manusiawi.

® Rancangan Undang-undang RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1
ayat (1)



5. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan gagi yang sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu tersebut.

6. Hak untuk mogok kerja.

Pembantu rumah tangga berhak mogok kerja jika pekerjaan pembantu tersebut
tidak dihargai oleh majikannya, gajinya tidak sesuai dengan pekerjaan yang
sudah dilakukan dan memperlakukan pembantu dengan tidak manusiawi.

7. Hak setiap orang untuk membentuk kelompok atau organisasi dengan pekerja

yang lainnya.
Pembantu rumah tangga berhak untuk mengikuti organisasi ketenagakerjaan
agar pekerjaannya bisa mendapatkan perkembangan yang lebih maju, asalkan
organisasi tersebut tidak mengganggu pembantu tersebut disaat sedang
bekerja.

8. Berhak memperoleh informasi tentang jenis pekerjaan yagn akan dilaksanakan
dan berhak memperoleh tambahan informasi keterampilan untuk
meningkatkan produktifitas kerja.

Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan penjelasan dari majikannya
tentang pekerjaan apa saja yang perlu dilaksanakan oleh pembantu tersebut
dan berhak mendapatkan arahan dari majikan jika pekerjaannya terdapat
kekurangan agar pembantu tersebut memperbaiki pekerjaannya dan

mendapatkan pengetahuan yang baru.



9. Berhak menapat waktu istirahat dan diberi kesempatan berkomunikasi dengan

keluarganya.
Tenaga yang terlalu terfosir selama 24 jam akan menimbulkan masalah
ksehatan yang akan mengganggu kinerja pekerja dan sulitnya berkomunikasi
kepada keluarga yang menimbulkan tekanan psikis akan sangat berpengaruh
buruk kepada kinerja pembantu rumah tangga.

10. Kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agam dan kepercayaan.
Pembantu rumah tangga berhak untuk melaksanakan ibadahnya jika
mendapatkan majikan yang berbeda agama.

Berdasarkan macam-macam hak pembantu rumah tangga tersebut maka
peneliti hanya fokus pada tiga hal yaitu:

1. Hak atas upah yang adil dan kehidupan yang layak.

2. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari pengguna jasa pembantu rumah
tangga dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi serta tidak mendapat
kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perlindungan terhadap keselamtan dan kesehatan kerja.

Konsep Islam, manusia apapun jenis kelaminnya adalah ciptaan Tuhan
yang paling terhormat dibanding dengan ciptaan-Nya yang lain. Kehormatan ini
diberikan karena manusia adalah makhluk berpikir, berkarya, dan bekerja. Tiga
ciri ini merupakan ciri khusus bagi manusia, dan menjadi cara manusia untuk

mempertahankan, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan menyempurnakan



eksistensinya, oleh karena itu bekerja menjadi hak asasi manusia dan
mendapatkan hak atas kewajibannya yang telah dilakukan.’

Sebagaimana firman Allah SWT surat Asy-Syura ayat 183 yang berbunyi:

d“a

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan”. (QS. Asy-Syura : 183).2

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah pada
ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim srta menjadi pengayom bagi seluruh
muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menajwab dan
memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan
dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari
masyarakat maupun dari pemerintah.’

Majelis Ulama Indoensia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa pengiriman
tenaga kerja (TKW) ke luar negeri, menyusul banyakna kasus kekerasan yang
dialami TKW, MUI mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram
mutlak. Ketua umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa merespon positif
rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengiriman

tenaga wanita pembantu rumah tangga (TKW PRT).*

" Annisa Listiana, Jurnal, Pekerja Rumah Tangga (PRT), Liku Kehidupan dan Perspektif
Islam dalam Ide Utama, (Pesantren), Vol. 3, No. 2/Desember 2010, h. 240

® Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 562

® Ma’ruf Amin, dkk, Hipunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975,
(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4

19 Syaifullah Amin, Muslimat NU Respon Fatwa haram pengiriman TKW PRT, dalam
NU Online, (Jakarta: NU Online, 2011), h. 1



Menurut M. Saleh sebagai ketua MUI Kota Metro bahwa keberadaan
pembantu rumah tangga disebabkan karena tuntutan pemenuhan
kebutuhan keluarga yang saat ini istri dituntut ikut berperan. Ini
dikarenakan seluruh kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan primer,
sekunder dantersier mutlak harus dipenuhi oleh individu warga tak
terkecuali perempuan. Hak-hak yang harus diterima oleh pembantu rumah
tangga, misalnya hak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi,
hak mendapatkan gaji yang layak, hak mendapatkan pelatihan, dan hak
mendapat derajat kehidupan yang layak. Akan tetapi, masik ada hak
mengenai jam kerja yang melebihi batas kemampuan/bekerja melebihi
batas waktu normal, gaji atau honor yang tidak sesuai dengan beban Kerja,
tidak memberikan jam istirahat (rehat/off duty), tidak diberikan jatah/hak
cuti, perlakuan kekerasan baik fisik berupa pemukulan dan kekerasan
seksual, maupun psikis berupa ancaman, makian atau dikurung paksa
majikan.™

Berdasarkan hasil wawancara survey, ternyata masih banyak terdapat
problematika dalam pemenuhan hak-hak pembantu rumah tangga yang diberikan
oleh pengguna jasa pembantu rumah tangga atas kewajiban yang dilakukan
pembantu rumah tangga seperti pemberian gaji yang tidak sesuai dengan beban
kerja dan perlakuan kekerasan baik kekerasan perbuatan maupun perkataan.
Terutama di lingkungan 15 A Kampus Metro ada seorang tenaga kerja wanita
yang mengalami hal seperti itu bahwa “dirinya mengalami ketidakadilan yaitu
pemberian gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja”.'? Oleh karena itu, dalam
penelitian ini peneliti terfokus pada hak pembantu rumah tangga mengenai, upah,
perlakuan manusiawi dan jaminan keamanaan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti akan
mengambil judul “pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak

tenaga kerja wanita (TKW)”.

! Hasil Wawancara dengan Bapak M. Saleh MUI Kota Metro, pada tanggal 12 Desember
2017
12 Hasil Wawancara dengan TN (Matan TKW) di Desa Iringmulyo Metro Timur



B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini
adalah: “Bagaimana pandangan pengurus MUI Kota Metro mengenai hak-hak
tenaga kerja wanita (TKW)?”.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pengurus MUI Kota
Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita (TKW).
2. Manfaat
a. Secara teoritis
Memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu
khususnya yang berkaitan dengan ketengakerjaan khususnya pembantu
rumah tangga, serta menjadi rujukan atau refenrensi peneliti berikutya
tentang pandangan pengurus MUI mengenai hak-hak tenaga kerja
wanita (TKW).
b. Secara praktis
Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak
ketenagakerjaan  dalam  mengoptimalkan upaya melindungi
kepentingan masyarakat khususnya pada tenaga kerja wanita (TKW).
D. Penelitian Relavan
Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (prior research)

berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang
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akan dikaji*® Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan

permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh

karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan perkembangan
beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Mario Borneo Mahasiswi Universitas Sumatra Utara
Medan Fakultas Hukum, Tahun 2013, dengan judul: “Tinjauan yuridis
terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga” **

Skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja rumah tangga dlam

hukum kerja di Indonesia. PRT secara definitif adalah diakui kedudukan

hukumnya sebagai pekerja yang disebut dalam undang-undang No. 13 Tahun

2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut pasal 86 ayat 1 bahwa “setiap

pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (a)

keselamatan dan kesehatan kerja, (b) moral dan kesusilaan, dan (c) perlakuan

yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai gama

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika skripsi Mario Borneo

membahas tentang perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga.

sedangkan penelitian penulis tentang pandangan MUI mengenai hak-hak

pembantu rumah tangga. Jadi sama-sama meneliti pembantu rumah tangga

tetapi beda analisisnya.

13 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai
Siwo Metro, 2011), h. 27

4 Mario Borneo, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah
Tangga, (Skripsi), digilib.usumut.suka.ac.id/889,8/html. diunduh pada tanggal 4 Desember 2017


http://www.w3.rg/996,8/html.diakses
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2. Skripsi Kokom Komalasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun
2014 dengan judul “perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga (studi
kasus pada yayasan sosial Purnakarya Kota bandung) ”.*®
Skripsi ini membahas tentang latar belakang pembatu rumah tangga yang
pada umumnya rendah, kondisi lingkungan tempat bekerja umumnya kurang
memadai terutama berkaitan dengan jaminan hak sosial dan kesehatan, jam
kerja dan upah penghasilan, hak-hak pembantu rumah tangga meliputi hak
jaminan atau penghasilan yang layak, hak memperoleh perlakuan yagn
layak/perlindungan dari tindak kekerasan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi Kokom
Komalasi membahas perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga,
sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pandangan Majelis
Ulama Indonesia mengenai hak-hak tenaga kerja wanita. Jadi berbeda sekali.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah ini belum

pernah diteliti di lembaga manapun, khususnya di Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Metro.

> Kokom Komalasari, Perlindungan Hak-hak Pembantu Rumah Tangga (Studi kasus
pada Yayasan Sosial Purnakarya Kota Bandung), (Skripsi), web.upi.co.id/ diundu pada Tanggal 4
Desember 2017



BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Hak-hak Tenaka Kerja Wanita
1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kkerja wanita yaitu pekerjaan yang dilakukan bersifat
melayani rumah tangga, kerjanya di sebuah rumah pribadi, pekerjaan
dilakukan atas nama majikan langsungnya. Tenaga kerja wanita merupakan
pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya
dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada
atau minim akses pendidik ekonomi, baik dalam hubungan kerjanya ataupun
relasi sosialnya dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekerja
rumah tangga, dan tidak hak kewajiban yang melingkupnya.®

Pengertian lain tenaga kerja wanita adalah setiap orang yang bekerja
pada seseorang atas beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga
untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh imbalan.
Pekerjaan adalah pekerjaan kerumahtanggaan yang berhubungan dengan
urusan rumah tangga, meliputi: memasak untuk keluarga, mencuci pakaian
dan menyetrika, membersihkan rumah tangga bagian dalam dan bagian luar,
menjaga rumah, menjaga anak, dan pekerjaan kerumahtanggaan lainnya
sepanjang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang disepakati oleh

pengguna jasa dan pembantu rumah tangga.’

1% |mam Soepomo, Pengantar Hukum Pemburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 5
7 1 aln Hieni Pennantar Hilkim Ketenanakeriaan Indanecia  (lakarta: Raiawali Pers

12
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Menurut draf rancanagan undang-undang tentang pembantu rumah
tangga bahwa pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang
perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan
kerumahtanggaan dengan menerima upah dan / atau imbahan dalam bentuk
lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap.®

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa tenaga
kerja wanita adalah pekerja yang membantu majikannya mengurusi segala
urusan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap dari
pengguna jasa pembantu rumah tangga.

2 Konsep Hak-hak Tenaga Kerja Wanita
Adapun konsep hak-hak tenaga kerja wanita adalah sebagai berikut:
a. Hak-hak dasar tenaga kerja wanita

b. Jam kerja

o

Pengupahan

d. Keselamatan dan kesehatan kerja

e. Jaminan sosial.*

Kelima konsep di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai

berikut:

18 Rancangan Undang-undang RI tentang Perlingungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 1
ayat 1
19 https://www.bantuanhukum.or.id.L BHJakarta, Diakses pada tanggal 15 Desember 2017



https://www.bantuanhukum.or.id.lbhjakarta/
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a. Hak-hak dasar pembantu rumah tangga

1)

2)

3)

4)

Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja
rumah tangga (pembukaan : pasal 3), penghormatan dan
perlindungan prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja.

Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas
perundingan bersama penghapusan segala bentuk kerja paksa atau
kerja wajib penghapusan pekerja ada penghapusan diskriminasi
dalam hal pekerjaan dan jabatan (pasal 3,4,11)

Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan
dan kekerasan (pasal 5)

Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan
ketentuan  kerja mereka dengan cara yang mudah

dipahami,sebaiknya melalui kontrak tertulis (pasal 7)

b. Jam kerja

1)

2)

3)

Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama
antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan
dnegan jam kerja norma, kompensasi lembur, masa istirahat harian
dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (pasal 10)

Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam Kerja
berturut-turut (pasal 10)

Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga

tidak bebas, menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan



15

diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk
menanggapi kemungkinan panggilan (pasal 10)
c. Pengupahan

1) Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain
(pasal 11)

2) Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada
pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih dari pada satu
bulan.

d. Keselamatan dan kesehatan kerja

1) Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (pasal 13)

2) Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamtan dan
kesehatan kerja. (pasal 13)

e. Jaminan sosial

1) Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan presalinan (pasal
14)

2) Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang
berlaku untukpekerja secaraumum (pasal 14)

3 Ketentuan Tenaga Kerja/ Buruh

Ketentuan tenaga kerja/buruh adalah sebagai berikut:

a. Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja

b. Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau
calon majikan mereka mengenai apakah akan tingkah di rumah
tangga tersebut ataukaj tidak.

c. Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau
bersama dengan para anggotanya selam masa libur atau cuti.
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d. Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen
perjalanan pekerja.?’

Undang-undang tentang ketentuan pembantu rumah tangga adalah
menetapkan persyaratan untuk usia minimal untuk masuk ke dalam
pekerjaan rumah tangga. Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi
kurang dari 18 tahun pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka
dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan

lanjutan atau pelatihan kerja.

4 Rancangan Per-UU tentang Tenaga Kerja Wanita

Rancangan  per-Undang-undang tentang pembantu  rumah
tangga/tenaga kerja wanita secara umum adalah pembangunan
ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembagunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya
untuk meningkatkan harkat. Martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil

maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa

sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga

20 H
Ibid
21 \www.hukumonline.com.baca.hol7529. UU ketenagakerjaan Baru, Diakses tanggal 15
Desember 2017



http://www.hukumonline.com.baca.hol7529/
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kerja dan pekerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan

kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan. Keterkaitan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa
kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah,
dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan
komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia,
peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga Kkerja, pelayanan

penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan
ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan
dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan
dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang
ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam
menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat
kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh
tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara

Indonesia yang dicita-citakan.?

Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan pekerja

rumah tangga yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian

2 1bid
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Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun

1954 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a).%

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yagn
mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,
guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun masyarakat.”*

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari
pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan
masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja.
Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur
kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah
setiap orang yang bekerja pada perusahaan sosial tenaga kerja karena

adanya pentahapan kepesertaan.?

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di
laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan
orang untuk bekerja pada perusaaan tersebut harus sangat diperhatikan yaitu
mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud

diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat

23 H

Ibid
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
% peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994
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umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha
bersama kekeluargaaan dan kegotongroyongan sebagai mana Yyang
tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar

1945.

Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan
kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial hak
pembantu rumah tangga yang dimaksud untuk memberikan kepastian
berlangsungnya atus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang

hilang.?®

Program jaminan soisla tenaga kerja mempunyai beberapa aspek

antar lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhannya
hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik
kemandirian bekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas
kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-
resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, haritua dan lainnya.”’

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya
rancangan undang-undang tentang tenaga kerja atau buruh adalah telah
diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994.

% |_alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, h. 122
?" Undang-undang jaminan Sosial Tenaga Kerja, tahun 1992
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B. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)
1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis adalah “ dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai
kenegaraan dan sebagainya secara terbatas”.® Sedangkan ulama Indonesia
adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama
Islam, bertugas memberikan fatwa.*®

Jadi Majelis Ulama Indonesia adalah dewan lembaga masyarakat yang
terdiri dari para ulama Islam, non pemerintah yang diberi tugas atau
mengemban suatu ketentuan mengenai kenegaraan secara terbatas atau hanya
diberi kepercayaan memberikan fatwa-fatawa.

2. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting yaitu
untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan negara
yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhai
Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).*

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha antara
lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan
kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola

hubungan keumaan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

% Meity Taqdir Qodratilah, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Badan
Pengembz%gnan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 290
Ibid
% 1chwan Syam et al, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi, Majelis Ulama Indonesia,
(Jakarta: MUI Pusat, 2001), h. 3
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Adapun fungsi MUI adalah sebagai berikut:
a. Wadah musyawarah
b. Wadah silaturrahmi
c. Penghubung antar umat
d. Memberi fatwa®

Keempat fungsi di atas dapat diuraikan satu persatu:
Wadah musyawarah
MUI berfungsi sebagai tempatatau wadah musyawarah bagi paraulama
zuama dan cedekiawan muslim dalam mengayomi umat dan
mengembangkan kehidupan yang Islami. Wadah sangat diperlukan bagi
para ulama, karena  dengan adanya wadah MUI tersebut dapat
mempermudah bagi para ulama untuk menyatukan suatu dan langkah guna

membangun umat Islam Indonesia yang lebih Islami.

. Wadabh silaturrahmi

Selain sebagai wadah musyawarah MUI juga brfungsi sebagai wadah
silaturrahmi  para ulama, zuama dan cedekiawan muslim untuk
mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang
ukhuwah Islamiyah. Persatuan para ulama Indonesia sangat diperluas,
untuk itu perlu diadakannya. Silaturrahmi antar ulama supaya persatuan

tersebut tetap terjada dan MUI adalah wadah silaturrahmi yang tepat.

% 1bid, h. 3-6
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c. Penghubung antar umat
Majelis Ulama Indonesia juga berfungsi sebagai wadah yang mewakili
umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.
d. Pembari fatwa
Ini adalah fungsi MUI yang paling penting MUI adalah lembaga pemberi
fatwa kepda umat Islam dan pemerintah, baik diminta atau pun tidak.
Dalam hal ini jika ada sesuatu dirasakan perlu untuk diberi fatwa, ya MUI
langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada
yang memintanya. Sebab MUI merasa bertanggung jawab atas
kemaslahatan umat.
3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:
a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (Warasat al-anbiya)
b. Sebagai pemberi fatwa
c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al-
ummah)
d. Sebagai gerakan Islam wal-tajdid

e. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar.

2 bid, h. 6-12
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Kelima peran MUI di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai
berikut:

a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (warasat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para
nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan
terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana
yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi,
Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi praktek yakni
memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran
Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan
dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian
tradisi, budaya dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat
Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi
fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan
aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan
pemikiran serta organisasi keagamaannya.

C. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-
ummah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam
memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini,

Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan
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umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan
dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha
selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi
umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan
pemerintah.

. Sebagai gerakan Islam wal-tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan
pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di
kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh
jalan tajdidyaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila
terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis
Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufig (kompromi) dan tarjih
(mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap
terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam
Indonesia.

Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar

Majelis Ulama Indonesia berperan wahana penegakan amar makruf
nahyi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai
kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan
istigomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia
tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (moral force)
bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk menekankan

rehabilitasi sosial.
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Menurut peranannya dalam masyarakat, MUI ini bertujuan
menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan
efektif sehingga mampu menerapkan dan mendorong umat Islam untuk
melaksanakan agidah islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan
ibadah, menuntun dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan
dalam mengembangkan ahklaqul karimah untuk mewujudkan masyarakat
yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang di
ridhoi Allah SWT.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang hak asasi manusia
secara umum, bahwa wajib menerima, menghormati dan menjujung tinggi
ahk-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:

a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman,
penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh
perbedaan budaya, kesusilaan dan perundang-undangan yang
berlaku di negara masing-masing.

b. Pemahaman dan pelaksanaan HAMwajib memperhatikan:

1) Keseimbangan antar hak individu dan kewajiban individu
2) Keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat
3) Keseimbangan antar hak kebebasan dan tanggung jawab.®
Majelis Ulama Indonesia tidak menetapkan secara khusus
mengenai hak pembantu rumah tangga, akan tetapi Majelis Ulama
Indonesia menerapkan mengenai Tenga Kerja Wanita (TKW), yang
menjelaskan bahwa mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak

terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi

keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga

% Ma’ruf Amin, Himpunan Fat MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 404
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perlidungan hukum atau kelompok perempuan terpecaya di setiap negar
tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi
keamaan serta kehormatan TKW.*

MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan
mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan dadurat
keputusan fatwa tersebut berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI
yang berlangsung pada tanggal 23 — 27 Rabiul Akhir 1421 H / 25 — 29
Juli 2000 M, yang membahas tentang pengiriman TKW ke luar negeri
telah mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar
kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang
disertai mahrom, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan
terpercaya (niswabh tsiqoh)

2. Jika tidak disertai mahrom (keluarga) atau “niswah tsiqoh”
hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan secara “syar’iy, qanuniy,
dan adiy” serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan
tenaga kerja wanita

3. Hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak, lembaga-
lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat
dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2 ; demikian

juga pihak yang menerimanya

* 1bid, h. 409
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4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak yang
terlibat lainnya dengan pengiriman TKW untuk menjamin dan
melindungi keamanan dan kehormatan hukum atau kelompok
niswah tsigoh di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu
untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan
TKW

5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.*

Adapun keputusan fatwa tersebut diatas mengingat. Firman Allah
SWT QS. An-Nur (24) : 31 tentang perekrutan harus menjadi
kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali
kepada makromnya dan orang-orang tertentu saja. Surat An-Nur ayat 31

yang berbunyi:
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Artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah
suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera
suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau
putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-
laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu
sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung”. (QS. AN-Nur : 31)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita itu dilarang untuk
bekerja ke luar negeri, karena pada dasarnya seorang wanita akan lebih
baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-
anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja
penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita
yang dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah
tangga dan keluarganya.

Semisal anak-anak dalam kesehariannya seorang anak lebih
membutuhkan perhatian dari ibunya ketimbang ayahnya, mulai dari

bangun tidur sampai mandi, mengajaknya belajar berbicara, berjalan,

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: AL-Fatih, 2009), h. 402
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mengenal hal-hal baru disekitarnya dan masih banyak lagi. Hal itu akan
terasa sangat berbeda bila yang melakukan adalah orang lain dibanding
ibu kandungnya sendiri.

Oleh karena itu tidaklah percuma Allah memberikan sifat luwes
serta lemah lembut kepada semua wanita, khususnya ibu. Demikian pula
perasaan kasih sayang sejak terjadinya hubungan lahir dan batin kedua
suami istri semua itu dicurahkan Tuhan kedalam lubuk hati manusia,
khususnya kepada kaum wanita atau kaum ibu untuk melahirkan
keturunan dan memelihara anak. Anak manusia yang masih bayi masih
serba lemah namun sangat tajam hati dan perasaannya memerlukan
pelukan dan belaian tangan yang halus, perasaan kasih sayang yang
lembut dan hati yang tulus dari seorang ibu.*’

Semua hanya bisa diberikan secara penuh oleh ibu kandung dan
dengan perasaan yang tulus itulah sang ibu mengasuh, menyusui,
memberikan makan, memberi pendidikan dan memberi keteladanan
kepada anaknya sejak kecil hingga dewasa.

Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan
bermartabat, salah satunya sistem perburuhan, yang di dalamnya
mencakup hubungan majikan-buruh. Islam memandu dalam hubungan
buruh-majikan dengan kesetaraan dan keadilan.

Kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan

yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling

%7 Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah, (Surabaya: terbit Terang 1995), h. 85
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membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk
tenaga di satu sisi dan upah disisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban
masing-masing. Keadilan, yaitu memberikan sesuatu ssuai dengan
haknya atau dalam konteks ini, menempatkan para pihak untuk
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat memenuhi kewajibannya.
Kesetaraan dan keadilan tersebut menjadi panduan untuk
membangun konsep ideal hubungan kerja pembantu rumah tangga
majikan, karena pembantu rumah tangga termasuk kaum buruh, sehingga
konsep hubungan kerja pembantu rumah tangga —majikan yang ideal
adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan berbasis kesetaran dan

keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
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5. Struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Musyawarah nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia telah
menghasilkan stuktur kepengurusan MUI untuk masa khidmat 2015-
2020. Berikut ini susunan lengkap struktur dan personalia organisasi
MUI masa khidmat 2015-2020

Gambar 1

Struktur Organisasi MUI Nasional®

Dewan Pertimbangan
Ketua
Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA

Wakil Ketua .
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA Sekretaris
Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MA Dr. H. Noor Ahmad, MA, MA

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA |

Wakil Sekretaris
Drs. Natsir Zubaidi
Dr. Bachtiar Nasir

Ketua Umum
Dr. KH.Ma’ruf Amin,

Wakil Ketua Sekretaris Jenderal
Prof. Dr. Yunahar llyas, LC, MA Dr. H. Anwar Abbas, MM, MAg
Drs. KH. Slamaet Efendi Yusuf, M.Si

Wakil Ketua Bendahara Umum
Drs. H. Basri Bermanda, MBA Prof. Dr. Hj. Amani Lubis, MA
Dr. H. Yusnar Yususf, M.Si

Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yanggo
prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS
KH. Muhyidin Junaidi, MA

KH. Abdullah Jaidi

Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si
Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si

Dr. Kh. Sodikun M.Si

KH. Abdusomad Buchari

% Republika.co.id,Nasional/struktur lengkap Kepengurusan MUI 2015-2020
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research)
yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar
belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok,
lembaga dan masyarakat.*°
Jadi penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan
langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kota Metro.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini
berupa mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha
mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.*
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara
langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal.

dalam hal ini, adalah Kota Metro.

¥Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2011), h. 24.

““Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2009), h. 22
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B. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.*
dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data diantaranya
yaitu:

1. Sumber Data Primer
Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber
pertamanya.*? Jadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh
langsung dari respondent yaitu kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia di

Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan
dapat berupa buku-buku tentang Subject Matter yang ditulis orang lain,
dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.*
Jadi sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau
pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang
diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel

yang berkaitan dengan penelitian ini.

“Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 1V,
(Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), h. 129

*2 sumardi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 39

*3 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. 2, h. 93
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C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti menggunakan
beberapa teknik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan
pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk
mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan
masalah tertentu, yang sesuai dengan data.**

Wawancara yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah
wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui
dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini
setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data
mencatatnya.* Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara
langsung dari sumber majelis MUl Kota Metro mengenai hak-hak
pembantu rumah tangga di Kota Metro.

2. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik

berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan

* Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 51
** Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 190
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harian dan sebagainya.*® Atau juga dapat dikatakan metode dokumentasi
adalah mencari data berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar,
agenda, dan sebagainya, dalam metode dokumentasi ini ada dua macam,
yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari pihak masyarakat dan
dokumentasi sekunder yaitu dokumen atau buku-buku yang menunjang

terkumpulnya data penelitian sebagaimana di atas.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya
analisa data. Analisa data adalah proses penyederhana data ke dalam bentuk
lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.*’ Maka yang dimaksud dengan
analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah
di baca dan dipahami.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka penulis
mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis
kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan
mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Metro mengenai hak-hak
pembantu rumah tangga dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau

*®*Husain Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali
Press, 2000), h. 51

*Masri Singaribun, Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Rienika Cipta,
tt), h. 188
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peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang
mempunyai sifat umum.*®

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti
menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian
kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif
yaitu berangkat dari informasi tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia

Kota Metro mengenai hak-hak pembantu rumah tangga.

*83utrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research I, h. 40



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat, Visi Misi dan Struktur Organisasi MUI Kota Metro
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya
masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama dan cendikawan Islam di
Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin
diseluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7
Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta
Indonesia.*®
MUI berdiri seabgai hasil dari pertemuan atau musyawarah para
ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah
air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26
propinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan
unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah,
Syariat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI
dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan
Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang
tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.
Dari musyarawah tersebut, dihasilkan adalahsebuah kesepakatan
untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, su’ama

dan cendikiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya

*® Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018
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MUTI”, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang

kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya

MUI bertepatan ketika bangsa Indoensia tengah berada pada fase

kebangkitan kembali, setelah 30 tahun meredeka, dimana energi bangsa

telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang

peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalannya,

selama dua puluh lima tahun, Majleis Ulama Indonesia sebagai wadah

musyawarah para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim berusaha untuk:

Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan
bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala;
Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan
dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat,
meningkatkan kediatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan
kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan
dan kesatuan bangsa serta;

Menjadi penghubung antara ualama dan umaro (pemerintah)
dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintahduna
mensukseskan pembangunan nasional;

Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi,
lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan
bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat
Islam dengan mengadakan kondultasi dan informasi secara
timbal balik.*

Daftar Ketua MUI sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia

mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa

kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

®o0 o

1977- 1981 Pros. Dr. Hamka
1981-1983 KH. Syukri Ghozali
1983-1990 KH. Hasan Basri
1990-2000 Prof. KH.Ali Yafie
2000-2014 KH. M. Sahal Mahfudz

%0 Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018
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f.  2014-2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
g. 2015-Sekarang Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.*!

Kepengurusan MUI di seluruh Poripinsi di Indonesia memang
sengaja dibentuk terlebih dahulu sebelum kepengurusan MUI pusat. Hal
ini memang sengaja dilakukan agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat
mengakar dengancepat diseluruh Indonesia, dengan telah terbentuknya
kepengurusan MUI di seluru propinsi, maka kebijakan-kebijakan yang
dicanangkandan ditetapkan akan dapat cepat terakomodasi ke daerah-
daerah. Disamping itu, keberadaan MUI tetap kokoh dan tidak mudah
untuk dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap kabupaten
kota  pun  demikian halnya. Keberadaannya  berkembang
menyesuaikandengan pemekaran wilayah di daerah masing-masing,
sehingga setiap kabupaten dan kota Yang ada kepengurusan MUI pun
harus ada pula.

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Propinsi Lampung,
kepengurusan Kotamadya dan Kabupaten yang ada dalam periode awal
adalah MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum
menjadi Kota Bandar Lampung). MUI Kabupaten Lampung Tengah, MUI
Kabupaten Lampung Selatan dan MUI Kabupaten Lampung Utara.

Kota Metro yang ada di Propinsi Lampung memiliki kepengurusan
tersendiri. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro
dikukuhkan sebagai ketua MUI Kota Metro periode 2011-2016 adalah M.

Sholeh namun hingga sekarang belum ada penggantinya akhirnya sampai

*! Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018
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tahun 2018 masih tetap M Sholeh. Pengurus inti lain yang dikukhkan
adalah empat wakil ketua: KH. Komaruddin, Masnusi, Ernizal dan
Muchlisin. Sementara sebagai sekretaris umum adalah Nsrianto Effendi.
Pengurus MUI Metro dikukuhkan oleh Ketua MUI Provinsi Lampung

Mawardi AS.

Adapun Visi dan Misi MUI Kota Metro Lampung:

a. Visi:
terciptanya kondisi kebidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang baik, yang memperoleh rihda dan ampunan Allah SWT
(baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas
(khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin
(izzul Islam wal muslimin) dalam wadah NKRI.

b. Misi: Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara
efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah).
Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam
mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat
berkualtias dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan
ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan
dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.2

Visi, dan misi MUI Kota Metro Lampung menjelaskan bahwa MUI

Kota Metro Lampung memiliki kondisi kebidupan yang bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh rihda dan ampunan

%2 Hasil Dokumentasi pada Tanggal 9 Agustus 2018
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Allah SWT (baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat
berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum
muslimin (izzul Islam wal muslimin) serta menggerakan kepemimpinan
dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai
panutan (qudwah hasanah). Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf
nahi munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud
masyarakat berkualtias dalam berbagai aspek kehidupan dalam wadah
NKRI .

Struktur organiasi MUI Kota Metro disajikan dalam bentuk bagan

dibawah ini:

Gambar 1

Struktur Organisasi MUI Kota Metro®

Ketua Umum

AR ChhAlals

Sekretaris

Wakil Ketua
KH. Komaruddin

Masnuni

Bendahara

L PETZNPENEN N

%% Hasil Dokumentasi MUI Kota Metro pada Tanggal 9 Agustus 2018
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2. Fenomena Hak-hak Tenga Kerwa Wanita
a. Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro
mengenai Hak-hak Tenaga Kerja Wanita

Majelis Ulama Indonesia adalah dewan lembaga masyarakat yang
terdiri dari para ulama Islam, non pemerintah yang diberi tugas atau
mengemban suatu ketentuan mengenai kenegaraan secara terbatas atau
hanya diberi kepercayaan memberikan fatwa-fatawa.

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting
yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan
negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang
diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha
antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat,
merumuskan kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa,
merumuskan pola hubungan keumaan, dan menjadi penghubung antara
ulama dan umara.

Adapun tujuan MUI yang diungkapkan oleh ketua MUI Kota
Metro Bapak Sholeh adalah bahwa “ Majelis Ulama Indonesia bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan
negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang
diridhai Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Untuk
mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan
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kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan
pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan
umara”.>
Tujuan di atas menjelaskan bahwa peran MUI sangat penting
demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia, seperti yang diungkapan oleh
salah satu wakil ketua MUI Kota Metro bahwa peran MUI itu sangat
penting dan peran MUI mempunyai lima peran yaitu:
f. Sebagai pewaris tugas para Nabi (Warasat al-anbiya)
g. Sebagai pemberi fatwa
h. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al-
ummah)
i. Sebagai gerakan Islam wal-tajdid
j. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar.>
Ditambahkan lagi bahwa dalam peran MUI memiliki tugas

penting yaitu :

=

Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut
agama Islam

3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.

4. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia
internasional

5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam

6. Sebagai pengawal konten dalam media massa

7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan
organisasi keagamaan.*®

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Soleh selaku ketua MUI Kota

Metro bahwa peran MUI itu sangat penting sebagai pewaris tugas-tugas

>* Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro pada Tanggal 10 Agutus 2018

*® Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro pada
Tanggal 20 Agustus 2018

>® Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro



44

para nabi, juga sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, penjaring
kader-kader yang lebih baik,sebagao konten di media massa, serta mampu
menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan, kemudian
menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu
kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam,
sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak
diminta, sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), sebagai pelopor islah
yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam, dan wahana penegakan amar
makruf nahyi mungkar.”’

Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa menurut peranannya
dalam masyarakat, MUI ini bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan
kelembagaan Islam vyang dinamis dan efektif sehingga mampu
menerapkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan agidah
islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun
dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam
mengembangkan ahklaqul karimah untuk mewujudkan masyarakat yang
aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang di ridhoi
Allah SWT.”

Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang hak asasi manusia
secara umum, bahwa wajib menerima, menghormati dan menjujung tinggi
hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, seperti fungsi MUI yang

dijelaskan olen Bapak KH Komaruddin bahwasannya fungsi MUI itu

" Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
%8 Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
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adalah sebagai “wadah musyarawah, wadah silaturahmi, penghubung antar

umat, dan memberi fatwa”.>®

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa MUI memiliki peran yang
sangat penting dan juga fungsi terutama dalam hak-hak pembatu rumah
tangga seperti hak-hak dasar pembantu rumah tangga, jam Kerja,
pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.

Hal ini diungkapkan oleh ketua MUI Kota Metro bahwa hak-hak

dasar pembantu rumah tangga itu ada 4 hal penting yaitu:

5) Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja
rumah tangga, penghormatan dan perlindungan prinsip dan
hak-hak dasar di tempat kerja

6) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas
perundingan bersama penghapusan segala bentuk kerja paksa
atau kerja wajib penghapusan pekerja ada penghapusan
diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.

7) Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan,
pelecehan dan kekerasan.

8) Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat
dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah
dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis.®

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia tidak menetapkan secara

khusus mengenai hak pembantu rumah tangga, akan tetapi Majelis Ulama

Indonesia menerapkan mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW).%
Mengenai hak-hak pembantu rumah tangga sekretaris MUl Kota

Metro mengatakan bahwa hak-hak dasar pembantu rumah tangga adalah

sebagai berikut:

% Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro
% \Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
81 Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
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e Gaji bulanan

o Hari istirahat

« Hari libur nasional

o Cuti (Cuti melahirkan , cuti Pulang Kampung dll)

e Tunjangan sakit

e Pembayaran

e Tunjangan

« Kompensasi kecelakaan / cedera sesuai peraturan.®

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Majelis Ulama Indonesia
Kota Metro tidak secara sah menetapkan hak pembantu rumah tangga,
tetapi hanya menerapkan kepada TKW saja, dan menjelaskan bahwa
mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam
pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan
kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlidungan
hukum atau kelompok perempuan terpecaya di setiap negara tertentu, serta
kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamaan serta
kehormatan TKW.

Secara pokok hak pembantu rumah tangga secara hukum yang
berlaku adalah memiliki gaji bulanan, waktu istirahat, libur nasional, cuti
(cuti disini seperti melahirkan dan pulang kampung), tunjangan sakit,
pembayaran tiap bulan, tunjangan tiap tahun, dan kompensasi kecelakaan.

Pernyataan dari Bapak KH Komaruddin bahwa MUI
mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW

ke luar negeri dengan catatan atau keadaan dadurat, karena itu demi

®2 Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro pada Tanggal
23 Agustus 2018
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kelangsungan hidup suatu rumah tangga, asalnya tidal mengganggu satu

sama lain di antara dua keluarga yaitu keluarga istri dan keluarga suami.®

Itu dibenarkan oleh Bapak Nasrianto Effendi bahwa “ya MUI

hanya mengeluarkan fatwa khusus TKW saja dan itu bersifat dadurat tidak

suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap wanita”.** Ungkapan-

ungkapan di atas menjelaskan bahwa MUI hanya dapat mengeluarkan

fatwa khusus TKW saja dan itupun bersifat dadurat, dan bukan paksaan.

Di tambahkan lagi pernyataan dari ketua MUI Kota Metro bahwa:

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama
Indonesia Nomor: 7/Munas VI/MUI/2000 tentang Pengiriman
Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah
Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada
tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan
membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke
Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

1.

4.

Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk
bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahrani
merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama
Islam;

Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang
belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan
perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan
pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar
negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi
kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan
kerja di Indonesia;

Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan
fatwa tentang pengiriman TKW.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

% Wawancara dengan Bapak KH Koamruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro
% Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro
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Mengingat:

1.

Firman Allah SWT: QS Al-Nur : 31 tentang perempuan harus
menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan
keindahannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu
saja;

Hadis Nabi ” Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan
dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan
perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya
(HR. Bukhari dan Muslim)” Seorang perempuan yang
beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan
perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah,
suami, anak, ibu, atau mahramnya” (HR. Muslim);

Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun
orang -lain.

Kaidah Fighiyah: “Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-
hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan
kemaslahatan. “Kaidah Fighiyah: “Hajat (kebutuhan
sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi
darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan);

Memutuskan :

1.

Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar
kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang
disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok
perempuan terpercaya (niswan tsigah).

Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsigah,
hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar’iy, qanuniy,
dan ‘adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan
tenaga kerja wanita.

Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau
perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan
pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga
pihak yang menerimanya.

Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya
dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi
keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok /
lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsigah di
setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin
dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.®

® Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro
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Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar
kota atau keluar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom,
keluarga atau lembaga perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi jika tidak
disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram, kecuali dalam
keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara
syar’iy, qanuniy dan adily, serta dapat menjamin keamanan dan
kehormatan tenaga kerja wanita.®®

Jika tidak disertai mahrom maka hukumnya adalah haram dan
MUI hanya berperan dan bertugas menghimbau, menyarankan dan
membimbing umat agar tidak melanggar ajaran Islam, hanya sebatas itu.’

Islam mengajarkan bahwasannya Allah memberikan sifat luwes
serta lemah lembut kepada semua wanita, khususnya ibu, perasaan kasih
sayang sejak terjadinya hubungan lahir batin dan batin kedua suami istri
semua itu dicurahkan Tuhan kedalam lubuk hati manusia, khususnya
kepada kaum wanita atau kaum ibu untuk melahirkan keturunan dan
memelihara anak. Anak manusia yang masih bayi masih serba lemah
namun sangat tajam hati dan perasaannya memerlukan pelukan dan
belaian tangan yang halus, perasaan kasih sayang yang lembut dan hati
yang tulus dari seorang ibu.

Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem sosial yang adil

dan bermartabat, salah satunya sistem perburuhan, yang di dalamnya

% Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
* Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro
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mencakup hubungan majikan-buruh. Islam memandu dalam hubungan
buruh-majikan dengan kesetaraan dan keadilan.®®

Pandangan Islam dalam hubungan antara buruh (pembantu),
majikan dengan kesetaraan dan keadilan itu adalah:

Pertama, Islam memposisikan pembantu sebagaimana saudara
majikannya. Kedua, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang
memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya.
Ketiga, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan para majikan
untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit
pun. Keempat, Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang
menzalimi pembantunya atau pegawainya. Kelima, Islam memotivasi para
majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. Keenam,
Islam memotivasi agar para majikan dan atasan bersikap tawadhu yang
berwibawa dengan buruh dan pembantunya. Ketujuh, Islam menekan
semaksiamal mungkin sikap kasar kepada bawahan. *

Kesetaraan dan keadilan menjadi panduan untuk membangun
konsep ideal hubungan kerja pembantu rumah tangga majikan, karena
pembantu rumah tangga termasuk kaum buruh, sehingga konsep hubungan
kerja pembantu rumah tangga —majikan yang ideal adalah hubungan kerja
yang bersifat kemitraan berbasis kesetaran dan keadilan sesuai dengan hak

dan kewajiban masing-masing.”

% Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
® Wawancara dengan Bapak Nasrianto Effendi Sekretaris MUI Kota Metro
"0 Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya kesetaraan
menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara,
yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling membutuhkan dan
menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga di satu sisi dan
upah disisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
Keadilan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau dalam
konteks ini, menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang
telah mereka buat memenuhi kewajibannya.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari
pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan
masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja.
Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya,
diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Pada hakikatnya program jaminan sosial hak pembantu rumah
tangga yang dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya atus
penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Program
jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antar lain:

3. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhannya
hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

4. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik
kemandirian bekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas
kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-
resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, haritua dan lainnya.”

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di

laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan

™ Wawancara dengan Bapak Soleh Ketua MUI Kota Metro
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orang untuk bekerja pada perusaaan tersebut harus sangat diperhatikan
yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud
diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat
umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha
bersama kekeluargaaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang
tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar
1945."

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas tentang pandangan MUI
mengenai hak-hak pembantu rumah tangga dapat di jelaskan atau

dianalisis di bawah ini.

. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Metro mengenai Hak-hak tenaga Kerja Wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota MUI
Kota Metro mengenai hak-hak tenaga kerja wanita dapat di analisis
sebagai berikut:

Tenaga kerja wanita yaitu pekerjaan yang dilakukan bersifat
melayani rumah tangga, kerjanya di sebuah rumah pribadi, pekerjaan
dilakukan atas nama majikan langsungnya. Pembantu rumah tangga
merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas
kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai
situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidik ekonomi, baik

dalam hubungan kerjanya ataupun relasi sosialnya dan tidak mengenal

"2 Wawancara dengan Bapak KH Komaruddin Wakil Ketua MUI Kota Metro
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status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga, dan tidak hak
kewajiban yang melingkupnya.

Undang-undang tentang tenaga kerja wanita bahwa pekerja rumah
tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu
rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan
dengan menerima upah dan / atau imbahan dalam bentuk lain termasuk
yang menginap dan yang tidak menginap.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa
sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga
kerja dan pekerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan
kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan pekerja
rumah tangga yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian
Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun
1954 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Sedangkan MUI adalah dewan lembaga masyarakat yang terdiri
dari para ulama Islam, non pemerintah yang diberi tugas atau mengemban

suatu ketentuan mengenai kenegaraan secara terbatas atau hanya diberi
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kepercayaan memberikan fatwa-fatawa, salah satunya adalah tenaga kerja
wanita atau pembantu rumah tangga.

Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting
yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan
negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang
diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).

Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha
antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat,
merumuskan kebijakan dakwa Islam, memberikan nasehat dan fatwa,
merumuskan pola hubungan keulamaan, dan menjadi penghubung antara
ulama dan umara.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang hak asasi manusia
secara umum, bahwa wajib menerima, menghormati dan menjujung tinggi
hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, seperti fungsi MUI yang
dijelaskan oleh Bapak KH Dimyati selaku anggota MUI Kota Metrodan
sekaligus pengasuh pondok pesantren Roudhlotut Tholibin Kota Metro
bahwasannya fungsi MUI itu adalah sebagai wadah musyarawah, wadah
silaturahmi, penghubung antar umat, dan memberi fatwa.

MUI memiliki peran yang sangat penting dan juga fungsi
terutama dalam hak-hak pembatu rumah tangga seperti hak-hak dasar
pembantu rumah tangga, jam Kkerja, pengupahan, keselamatan dan

kesehatan kerja, serta jaminan sosial.



55

Majelis Ulama Indonesia Kota Metro tidak secara sah
menetapkan hak pembantu rumah tangga, tetapi hanya menerapkan kepada
TKW saja, dan menjelaskan bahwa mewajibkan kepada pemerintah,
lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk
menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta
membentuk kelompok/lembaga perlidungan hukum atau kelompok
perempuan terpecaya di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu
untuk menjamin dan melindungi keamaan serta kehormatan TKW.

MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan
mengirim TKW ke luar negeri dengan catatan atau keadaan dadurat,
karena itu demi kelangsungan hidup suatu rumah tangga, asalnya tidak
mengganggu satu sama lain di antara dua keluarga yaitu keluarga istri dan
keluarga suami.

Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar
kota atau keluar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom,
keluarga atau lembaga perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi jika tidak
disertai oleh mahrom (keluarga) maka hukumnya haram, kecuali dalam
keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara
syar’iy, ganuniy dan adily, serta dapat menjamin keamanan dan
kehormatan tenaga kerja wanita

Hukum haram berlaku pula pada pihak-pihak atau lembaga-
lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan

pengiriman TKW demikian juga pada pihak yang menerimanya. Dalam
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hal ini pemerintah berhak ikut campur demi menjamin dan melindungi
keamanan dan kehormatan hukum atau kelompok niswa tsiqoh di setiap
negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi
keamanan serta kehormatan TKW, serta fatwa MUI mulai berlaku pada
tanggal yang telah ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Seperti firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi :
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Artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah
suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera
suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau
putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau
budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-
laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan
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janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu
sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya
kamu beruntung”. (QS. AN-Nur : 31)"

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita itu dilarang untuk
bekerja ke luar negeri, karena pada dasarnya seorang wanita akan lebih
baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-
anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja
penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita yang
dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah tangga
dan keluarganya.

Selanjutnya dalam ketenagakerjaan wanita memiliki kesetaraan
yang menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau
setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling membutuhkan dan
menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga di satu sisi dan
upah disisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
Keadilan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau dalam
konteks ini, menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang
telah mereka buat memenuhi kewajibannya.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di
laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan
orang untuk bekerja pada perusaaan tersebut harus sangat diperhatikan

yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud

diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat

¥ Kementerian RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: AL-Fatih, 2009), h. 402
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umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha
bersama kekeluargaaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang
tercantum dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar

1945.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pandangan MUI Kota Metro mengenai hak-hak pembantu rumah tangga adalah
MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW atau memperbolehkan mengirim TKW ke
luar negeri dengan catatan atau keadaan dadurat, karena MUI hanya berperan dan
bertugas menghimbau, menyarankan dan membimbing umat agar tidak melanggar

ajaran Islam.

B. Saran

Sejauh ini MUI Kota Metro telah melakukan tugasnhya dengan baik dan
menetapkan fatwa mengenai tenaga kerja wanita (TKW) atau buruh perempuan,
akan tetapi fatwa tersebut belum diketahui oleh pekerja tenaga kerja wanita
(TKW) terkhusus wanita, maka dari itu perlu adanya sosialisasi secara
berkesinambungan agar informasi tersebut dapat diketahui secara jelas oleh
pekera tenaga kerja wanita (TKW) khususnya para wanita yang pekerja sebagai

pembantu rumah tangga.
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PETIKAN HASIL WAWANCARA DENGAN
PENGURUS MUI KOTA METRO

Pewawancara : Meida Andini
Informan : Sholeh

Jabatan : Ketua MUI Kota Metro
Tempat : Rumah Bapak Sholeh

No

Pertanyaan

Jawaban

Menurut Bapak apa tujuan
MUI?

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang
berkualitas (khaira ummah), dan negara
yang aman, damai, adil dan makmur
rohaniah dan jasmaniah yang diridhai
Allah Swt (baldatun thayyibatun wa
rabbun  ghafur). Untuk  mencapai
tujuannya, MUI melaksanakan berbagai
asaha, antara lain  memberikan
bimbingan dan tuntunan kepada umat,
merumuskan kebijakan dakwah Islam,
memberikan  nasehat dan  fatwa,
merumuskan pola hubungan keumatan,
dan menjadi penghubung antara ulama
dan umara

Peran MUI bagi masyarakat itu
bagaimana?

peran MUI itu sangat penting sebagai
pewaris tugas-tugas para nabi, juga
sebagai pengawal bagi penganut agama
Islam, penjaring kader-kader yang lebih
baik,sebagao konten di media massa,
serta mampu menjalankan kerja sama
dengan organisasi keagamaan, kemudian
menyebarkan  ajaran  Islam  serta
memperjuangkan terwujudnya  suatu
kehidupan sehari-hari secara arif dan
bijaksana yang berdasarkan Islam,
sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam




baik diminta maupun tidak diminta,
sebagai pelayan umat (khadim al-
ummah), sebagai pelopor islah yaitu
gerakan pembaharuan pemikiran Islam,
dan wahana penegakan amar makruf
nahyi mungkar

Dalam peran di masyarakat,
tentunya MUI memiliki tujuan
tertentu, jelasan tujuan tersebut!

Peranannya dalam masyarakat, MUI ini
bertujuan menggerakkan kepemimpinan
dan kelembagaan Islam yang dinamis
dan efektif sehingga mampu menerapkan
dan mendorong umat Islam untuk

melaksanakan agidah islamiyah,
membimbing umat dalam menjalankan
ibadah, menuntun dalam

mengembangkan muamalah dan menjadi
panutan dalam mengembangkan
ahklaqul karimah untuk mewujudkan
masyarakat yang aman, damai, adil dan
makmur, rohaniah dan jasmaniah yang di
ridhoi Allah SWT.

Menurut Bapak sebagai
pengurus MUI Kota Metro, apa
saja hak-hak yang paling
mendasar pembantu rumah
tangga!

9) Promosi dan perlindungan hak asasi
manusia seluruh  pekerja rumah
tangga, penghormatan dan
perlindungan prinsip dan hak-hak
dasar di tempat kerja.

10) Kebebasan berserikat dan pengakuan
efektif terhadap hak atas perundingan
bersama penghapusan segala bentuk
kerja paksa atau kerja wajib
penghapusan pekerja ada
penghapusan diskriminasi dalam hal
pekerjaan dan jabatan.

11) Perlindungan efektif dari segala
bentuk penyalahgunaan, pelecehan
dan kekerasan.

12) Pekerja rumah tangga harus diberi
informasi mengenai syarat dan
ketentuan kerja mereka dengan cara
yang mudah dipahami, sebaiknya
melalui kontrak tertulis.




Adakah MUI Kota Metro
menetapkan secara khusus
mengenai hak pembantu rumah
tangga?

Majelis  Ulama  Indonesia  tidak
menetapkan secara khusus mengenai hak
pembantu rumah tangga, akan tetapi
Majelis Ulama Indonesia menerapkan
mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Apakah fatwa MUI
memperbolehkan TKW bekerja
ke luar negeri?

Perempuan yang meninggalkan keluarga
untuk bekerja keluar kota atau keluar
negeri pada prinsipnya boleh sepanjang
disertai mahrom, keluarga atau lembaga
perempuan yang dapat dipercaya. Tetapi
jika tidak disertai oleh mahrom
(keluarga) maka hukumnya haram,
kecuali dalam keadaan darurat yang
benar-benar bisa dipertanggungjawabkan
secara syar’iy, qanuniy dan adily, serta
dapat menjamin  keamanan  dan
kehormatan tenaga kerja wanita.

Menurut  Bapak pandangan
Islam dalam hubungan antara
buruh  (pembantu), majikan
dengan kesetaraan dan keadilan
bagaimana?

Islam hadir di muka bumi menawarkan
sistem sosial yang adil dan bermartabat,
salah satunya sistem perburuhan, yang di
dalamnya mencakup hubungan majikan-
buruh. Islam memandu dalam hubungan
buruh-majikan dengan kesetaraan dan
keadilan.

Konsep ideal hubungan Kkerja
pembantu rumah tangga dengan
majikan seperti apa?

Kesetaraan dan keadilan  menjadi
panduan untuk membangun konsep ideal
hubungan kerja pembantu rumah tangga
majikan, karena pembantu rumah tangga
termasuk kaum buruh, sehingga konsep
hubungan kerja pembantu rumah tangga
—majikan yang ideal adalah hubungan
kerja yang bersifat kemitraan berbasis
kesetaran dan keadilan sesuai dengan
hak dan kewajiban masing-masing

Menurut Bapak bentuk
perlidungan tenaga kerja di Kota

5. Memberikan
untuk  memenuhi

perlindungan  dasar
kebutuhannya




Metro ini bagaimana?

hidup minimal bagi tenaga kerja
beserta keluarganya.

. Merupakan penghargaan kepada

tenaga kerja mendidik kemandirian
bekerja sehingga pekerja tidak harus
meminta belas kasihan orang lain
jika dalam hubungan kerja terjadi
resiko-resiko  seperti  kecelakaan
Kerja, sakit, haritua dan lainnya




PETIKAN HASIL WAWANCARA DENGAN
PENGURUS MUI KOTA METRO

Pewawancara : Meida Andini
Informan : KH. Komaruddin
Jabatan : Wakil Ketua MUI Kota Metro
Tempat : Kediaman Bapak KH Komaruddin
No Pertanyaan Jawaban
1 | Peran MUI bagi masyarakat itu | k. Sebagai pewaris tugas para Nabi
bagaimana? (Warasat al-anbiya)
I. Sebagai pemberi fatwa
m. Sebagai pembimbing dan pelayan
umat (Ri 'ayat wa khadim al-ummah)
n. Sebagai gerakan Islam wal-tajdid
0. Sebagai penengah amar makruf dan
nahyi mungkar
2 | Dalam peran MUI | 8. Sebagai pengawal bagi penganut
memilikitugas penting jelaskan agama !slam. _ _
tugas penting tersebut! 9. Sebag_al _ pemberl edukasi  dan
pembimbing bagi penganut agama
Islam
10. Sebagai penjaring kader-kader yang
lebih baik.
11. Sebagai pemberi solusi bagi masalah
keagamaan di dunia internasional
12. Sebagai perumus konsep pendidikan
Islam
13. Sebagai pengawal konten dalam
media massa
14. Sebagai organisasi yang
menjalankan kerja sama dengan
organisasi keagamaan.

3 | Fungsi dari MUI itu sendiri apa? | Wadah musyarawah, wadah silaturahmi,
penghubung antar umat, dan memberi
fatwa

4 | Apakah fatwa MUI MUI mengeluarkan fatwa tentang TKW

memperbolehkan TKW bekerja
ke luar negeri?

atau memperbolehkan mengirim TKW
ke luar negeri dengan catatan atau




keadaan dadurat, karena itu demi
kelangsungan hidup suatu rumah tangga,
asalnya tidal mengganggu satu sama lain
di antara dua keluarga yaitu keluarga istri
dan keluarga suami

Perempuan yang bekerja di luar
kota atau luar negeri
diperbolenkan dengan catatan
disertai mahrom (keluarga),
bagaimana jika tidak disertai
mahrom? Apa yang dilakukan
oleh MUI?

Jika tidak disertai mahrom maka
hukumnya adalah haram dan MUI hanya
berperan dan bertugas menghimbau,
menyarankan dan membimbing umat
agar tidak melanggar ajaran Islam, hanya
sebatas itu

Menurut Bapak bentuk
perlidungan tenaga kerja di Kota
Metro ini bagaimana?

Bentuk perlindungan tenaga kerja di
Indonesia yang wajib di laksanakan oleh
setiap pengusaha atau perusahaan yang
mempekerjakan orang untuk bekerja
pada perusaaan tersebut harus sangat

diperhatikan yaitu mengenai
pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraan di maksud

diselenggarakan dalam bentuk jaminan
sosial tenaga kerja yang bersifat umum
untuk dilaksanakan atau bersifat dasar,
dengan berasaskan usaha bersama
kekeluargaaan dan kegotongroyongan
sebagai mana yang tercantum dalam jiwa
dan semangat pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945




PETIKAN HASIL WAWANCARA DENGAN
PENGURUS MUI KOTA METRO

Pewawancara
Informan
Jabatan
Tempat

: Meida Andini

: Nasrianto Effendi

: Sekretaris MUI Kota Metro

: Kediaman Bapak Nasrianto Effendi

No

Pertanyaan

Jawaban

Menurut Bapak sebagai
pengurus MUl  Kota
Metro, apa saja hak-hak
yang paling mendasar
pembantu rumah tangga?

Gaji bulanan

Hari istirahat

Hari libur nasional

Cuti (Cuti melahirkan ,
Kampung dll)

Tunjangan sakit
Pembayaran

Tunjangan

Kompensasi kecelakaan / cedera sesuai
peraturan

cuti  Pulang

Adakah MUI Kota Metro
menetapkan secara
khusus mengenai hak
pembantu rumah tangga?

MUI hanya mengeluarkan fatwa khusus TKW
saja dan itu bersifat dadurat tidak suatu
pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap
wanita

Apakah  fatwa  MUI
memperbolehkan  TKW
bekerja ke luar negeri?

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI
Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas
VI/MUI/2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja
Wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah
Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang
berlangsung pada tanggalL 23-27 Rabi’ul Akhir
1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas
tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita
(TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

5. Bahwa kepergian wanita meninggalkan
keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke
luar negeri tanpa mahrani merupakan
tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran
agama Islam;

6. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri
sampai sekarang belum ada jaminan
perlindungan keamanan dan kehormatan
perempuan, bahkan justru mendorong
timbulnya tindakan pelecehan terhadap




martabat wanita dan bangsa Indonesia;
Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di
luar kota dan luar negeri merupakan
tindakan  terpaksa  untuk  memenuhi
kebutuhan minimal hidup dan karena
keterbatasan lapangan kerja di Indonesia;
Bahwa oleh karena itu, MUl memandang
perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman
TKW.

Memperhatikan:
Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.
Mengingat:

5.

Firman Allah SWT: QS Al-Nur : 31 tentang
perempuan harus menjaga kehormatannya
dan larangan memperlihatkan keindahannya
kecuali kepada mahramnya dan orang
tertentu saja;

Hadis Nabi ” Seorang laki-laki tidak boleh
berdua-duaan dengan seorang perempuan
kecuali disertai mahramnya dan perempuan
tidak boleh bepergian kecuali bersama
mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)”
Seorang perempuan yang beriman kepada
Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan
perjalanan selama tiga hari atau lebih
kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau
mahramnya” (HR. Muslim);

Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan
diri sendiri maupun orang -lain.

Kaidah Fighiyah: “Menolak/menghindarkan
kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari
pada mendatangkan kemaslahatan. “Kaidah
Fighiyah: “Hajat (kebutuhan sekunder) yang
masyhur menempati darurat, dan kondisi
darurat membolehkan hal-hal yang dilarang
(diharamkan);

Memutuskan :

6.

Perempuan yang meninggalkan keluarga
untuk bekerja ke luar kota atau ke luar
negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang
disertai mahram, keluarga atau lembaga /
kelompok perempuan terpercaya (niswan
tsigah).

Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau
niswah tsigah, hukumnya haram, kecuali




dalam keadaan darurat yang benar-benar
bisa dipertanggungjawabkan secara syar’iy,
ganuniy, dan ‘adiy, serta dapat menjamin
keamanan dan kehormatan tenaga kerja
wanita.

8. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-
pihak, lembaga atau perorangan Yyang
mengirimkan  atau  terlibat  dengan
pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2;
demikian juga pihak yang menerimanya.

9. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga
dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW
untuk menjamin dan melindungi keamanan
dan kehormatan TKW, serta members
kelompok / lembaga perlindungan hukum
atau kelompok niswan tsigah di setiap
negara tertentu, serta kota-kota tertentu
untuk menjamin dan melindungi keamanan
serta kehormatan TKW.

10. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat
mengetahuinya / menghimbau semua pihak
untuk menyebarluaskan fatwa ini

Menurut Bapak
pandangan Islam dalam
hubungan antara buruh
(pembantu), majikan
dengan kesetaraan dan
keadilan bagaimana?

Pertama, Islam memposisikan pembantu
sebagaimana saudara majikannya. Kedua,
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang
memberikan beban tugas kepada pembantu
melebihi kemampuannya. Ketiga,
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan
para majikan untuk  memberikan  gaji
pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit
pun. Keempat, Islam memberi peringatan keras
kepada para majikan yang menzalimi
pembantunya atau pegawainya. Kelima, Islam
memotivasi para majikan agar meringankan
beban pegawai dan pembantunya. Keenam,
Islam memotivasi agar para majikan dan atasan
bersikap tawadhu yang berwibawa dengan
buruh dan pembantunya. Ketujuh, Islam
menekan semaksiamal mungkin sikap kasar
kepada bawahan
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